BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SABU RAIJUA

NOMOR : |17 /KEP/HK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN
PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SABU RAIJUA,

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ~ Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
maka perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada
Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu
Raijua Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran [

Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan
pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten
Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan
pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten
Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Mlndonesia Nomor 4250); q} .

Menimbang

Mengingat . P
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ahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan pandemi Corona
Virus Discasc 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perckonomian
Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6285);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara Dan Stabilitas Sistem Kcuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Discase 2019 (Covid-19) Dan/Atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perckonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas  Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6285);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4936);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

M6757);

Undang-Undang Nomor 17 T

tentang
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T

10.

11.

12,

13.

14.

15.

peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6200) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Forum Koordinasi Pimpinan Di Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5%, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah
Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua
Nomor 5);

Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 20 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten
Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun
2022 Nomor 20);

Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 36 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daefah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor

tentang

M36); '19(
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam
lajur 6 Lampiran I Keputusan ini

lajur 3, lajur 4, lajur 5 dan
sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggarat,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023;

KEDUA . Tugas Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara Penerimaan scbagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran II Keputusan
ini;

KETIGA . Dalam melaksanakan tugasnya, Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertanggung
jawab kepada Bupati Sabu Raijua;

KEEMPAT . Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

ggal ditetapkan

Ditetapkan di ~ Seba

/w%al 7 Januari 2023
S P AR BUPATI SABU RAIJUA,?
\ '\/\\. ~

Tembusan : disampaikan kepada Yth:
. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

. Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;

Kepala Kantor Wilayah XXII Ditjen Perbendaharaan di Kupang;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang di Kupang;
. Inspektur Kabupaten Sabu Raijua di Seba;

Kepala Bank NTT Cabang Sabu di Seba;
. Para Kepala Dinas/Badan/ Kantor/Bagian dan Camat se-Kabupaten Sabu Raijua

M masing-masing di tempat. -} ;
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LAMPIRAN 11 : KEPUTUSAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 17 /KEP/HK/2023
TANGGAL : 7 JANUARI 2023

URAIAN TUGAS PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2023

A. PENGGUNA ANGGARAN

1. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
yang dipimpinnya.

2. Pengguna Anggaran mempunyai tugas :
a. menyusun RKA-Perangkat Daerah dan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
b. menyusun DPA-Perangkat Daerah dan DPPA-Perangkat Daerah;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat

Daerah yang dipimpinnya;

j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang
dipimpinnya;

l. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

m. menunjuk dan menetapkan pejabat pada Perangkat Daerah selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat yang melaksanakan
Fungsi Tata Usaha Keuangan pada Perangkat Daerah selaku PPK;

n. melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efektif, cfisien, ekonomis, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan;

o. melakukan pengawasan dan pengendalian intern secara memadai atas
seluruh proses pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah yang
dipimpinnya;

p. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan

(t,\Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah. q,

® oo Q
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3. Larangan bagi Pengguna Anggaran :

a. dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya beban
APBD, jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya
tidak cukup tersedia;

b. dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan tagihan yang mana
dananya tidak cukup tersedia;

c. dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah
untuk tujuan lain dari yang sudah ditetapkan;

d. dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya
batas anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA Perangkat Dacrah
bersangkutan;

e. dilarang menggunakan penerimaan daerah yang berada dalam
penguasaannya;

f. dilarang melakukan pembelanjaan langsung dengan menggunakan
penerimaan daerah yang diterimanya;

g. dilarang merangkap jabatan sebagai bendahara penerimaan/bendahara
pengeluaran,;

h. dilarang memerintahkan bendaharawan untuk melakukan tindakan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan

i. dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum yang berdampak
pada terjadinya kerugian keuangan daerah.

B. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
2. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas :
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;

. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

menandatangani SPM-TU dan SPM-LS ;

. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan ;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;

mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan;

mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya sesuai
ketentuan perundang-undangan; dan

i. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna
Anggaran,;

3. Larangan bagi Kuasa Pengguna Anggaran :

a. dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya beban
APBD, jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya
tidak cukup tersedia;

b. dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan tagihan yang mana

M dananya tidak cukup tersedia; '\u\, :
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¢. dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah
untuk tujuan lain dari yang sudah ditetapkan;

d. dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya
batas anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA  Perangkat Daerah
bersangkutan;

e. dilarang menggunakan pencrimaan dacrah yang berada dalam
penguasaannya;

[. dilarang melakukan pembelanjaan langsung dengan menggunakan
penerimaan daerah yang diterimanya;

g. dilarang merangkap jabatan sebagai bendahara penerimaan/bendahara
pengeluaran;

h. dilarang memerintahkan bendaharawan untuk melakukan tindakan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan

i. dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum yang berdampak
pada terjadinya kerugian keuangan daerah.

C. BENDAHARA PENGELUARAN
1. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
2. Tugas Bendahara Pengeluaran :

a. Menyiapkan seluruh kebutuhan dokumen administrasi yang berkaitan
dengan pembayaran gaji dan tunjangan ASN;

b. Meneliti seluruh kebenaran dokumen yang disampaikan oleh setiap ASN
sebelum disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembuatan
SPP-LS;

c. Membuat laporan realisasi pembayaran gaji;

d. Membuat laporan data ASN yang dibutuhkan untuk penyusunan rencana
kebutuhan anggaran untuk gaji ASN;

e. Menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang
Persediaan/SPP-UP, SPP Ganti Uang Persediaan/SPP-GU, SPP Tambah
Uang Persediaan/SPP-TU, SPP Pembayaran Langsung/SPP-LS untuk Gaji
dan Tunjangan serta penghasilan lainnya untuk mendapat persetujuan
Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah;

f. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menatausahakan
pengeluaran  permintaan  pembayaran dan pertanggungjawaban
pengeluaran;

g. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan
SPP-LS;

h. Menerima dan menyimpan uang persediaan/tambahan uang persediaan;

i. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya sesuai
peruntukannya masing-masing atas persetujuan Pengguna Anggaran;

j. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh
PPTK; dan

Wk. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan. H*,
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3. Bendahara pengeluaran Perangkat Dacrah berwenang :

a. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan;

b. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK,
apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak
lengkap.

4. Kewajiban Bendahara Pengeluaran :

a. Mempelajari dan mentaati seluruh ketentuan yang berkaitan dengan
tugas perbendaharaan termasuk ketentuan perpajakan dan pengadaan
barang/jasa;

b. Mclakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang
persediaan;

c. Melaksanakan pengelolaan uang secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan;

d. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambah uang persediaan, pembayaran gaji dan tunjangan
serta penghasilan lainnya, dan pembayaran untuk pengadaan barang dan
jasa kepada Pengguna Anggaran melalui PPK Perangkat Daerah paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

e. Bendahara pengeluaran wajib ~mempertanggungjawabkan secara
fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada
PPKD selaku BUD berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setiap bulan
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian
pertanggungjawaban  bendahara  pengeluaran secara fungsional
dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban
Pengeluaran oleh Pengguna Anggaran.

5. Apabila SPJ tidak dimasukkan tepat waktu maka dana tidak dapat dicairkan
atau Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan tidak akan diproses
penerbitan SP2D.

6. Apabila dalam bulan yang bersangkutan tidak ada pengeluaran yang
dilakukan maka bendahara harus menyampaikan Surat Pertanggung
Jawaban (SPJ) Nihil.

7. Bendahara dapat menyimpan uang kas di brankas maksimal Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Apabila tidak memiliki brankas maka
bendahara dilarang menyimpan uang di kantor tetapi disimpan dalam
rekening bendahara pada Bank NTT Cabang Sabu.

8. Larangan bagi Bendahara Pengeluaran :

a. Bendahara pengeluaran tidak boleh merangkap sebagai pengguna
anggaran;

b. Bendahara pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung
maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan

dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
[ kegiatan/pekerjaan penjualan tersebut; mj( ,
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¢. Bendahara dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban
belanja dacrah untuk tujuan lain dari yang sudah ditetapkan;

d. Bendahara dilarang melakukan pemalsuan dokumen/bukti pengeluaran;

¢. Bendahara dilarang menyimpan uang yang diterimanya atas nama pribadi
pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya;

f. Bendahara pengeluaran dilarang menggunakan  sisa/kelebihan
permintaan tambah uang persediaan untuk pengeluaran apapun.
Sisa/kelebihan uang dimaksud harus disetor kembali ke rekening kas
umum daerah; dan

g. Dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum yang berdampak
pada terjadinya kerugian keuangan daerah.

D. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1. Bendahara pengeluaran pembantu adalah pegawai yang ditunjuk pada unit
organisasi yang dilimpahi wewenang sebagai kuasa pengguna anggaran
untuk meclaksanakan tugas perbendaharaan.
2. Bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi :
a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran ;
Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;
Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ; dan
h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA
dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara
pengeluaran secara periodik.
3. Selain tugas dan wewenang bendahara pengeluaran pembantu memiliki
tugas dan wewenang lainnya meliputi :
a. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah;
b. Memeriksa kas secara periodik;
c. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik
dari bank;
d. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau
hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan ; dan
e. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja
akibat koreksi atau hasil pemeiksaan internal dan eksternal pada tahun
berjalan.
4, Bendahara pengeluaran pembantu bertanggungjawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas
W\pengcluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA. '-{. '
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Bendahara pengeluaran  pembantu  bertanggungjawab  secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas
pengeluaran  pada  unit SKPD  dan disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran,

BENDAHARA PENERIMAAN

L.

Kepala Daerah menctapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan
tugas dalam rangka pelaksanaan angggaran pendapatan pada SKPD dan
SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.

Bendahara penerimaan memiliki  tugas dan wewenang —menerima,
menyimpan,menyetorkan, ke rekening pendapatan asli daerah
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang
diterimanya.

. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas

dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu :

a. Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui
RKUD;

b. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh
kepala daerah ;

c. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah
yang telah ditetapkan;

d. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah
yang diterimannya ; dan

e. Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian  kelebihan
pendapatan daerah.

Bendahara penerimaan Perangkat Daerah membuat Surat Tanda Bukti

Pembayaran atau bukti lain yang sah ;

Bendahara penerimaan Perangkat Daerah menyetorkan seluruh penerimaan

ke kasda paling lambat 1 hari berikutnya dengan menggunakan STS

Bendahara penerimaan wajib menyampaikan pertanggungjawaban

administratif Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah berupa Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ).

LPJ Bendahara Penerimaan memuat informasi tentang rekapitulasi

penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. LPJ tersebut

dilampiri dengan;

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan
berkenaan;

b. Register STS;

¢. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap;

d. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu.

8. Kewajiban Bendahara Penerimaan :

a. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjacdi

Nlanggung jawabnya; Mﬁ, .
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b. Bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah yang ada sumber
penerimaan Pendapatan Asli Dacrah wajib mempertanggungjawabkan
sccara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung
jawabnya  dengan  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban
pencrimaan kepada Pengguna Anggaran meclalui PPK Perangkat Daerah
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

c. Bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah wajib
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang
menjadi  tanggung jawabnya dengan  menyampaikan  laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya;

d. Apabila dalam bulan yang bersangkutan tidak ada penerimaan maka
bendahara harus menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Nihil;
dan

e. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening
Pendapatan Asli Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

9. Bendahara penerimaan dilarang menggunakan uang yang diterimanya
W\secara langsung untuk membiayai pengeluaran perangkat daerah. 4--
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